LAPORAN TAHUNAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN TAHU# 201

1. Kebijakan Pelayanan Informasi Publik

Sebagai pelaksanaan amanat Undahglang Nomor 14 Tahun 20@&ntang Keterbukaan
Informasi Publik (UU KIP), Kementerian Perindustrian telarakukén hahal sebagai
berikut:

M

Menunjuk dan mengangkat Kepala Pusat Komunikasi Publik sebagai Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pusat dan menginstruksigaaleKUnit Pelaksana
Teknis dan Kepala Unit Pendidikan di Daerah untuk menunjuk pengemban fungsi
pengelola informasi dan atau dokumentasi pada unit kerjanya sebagai Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi Daerah melalui Keputusan Menteri Perindudtigenor
351/M-IND/Kep/7/2011 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di
Lingkungan Kementerian Perinduatr. Sampai saat ini sebanyal® dempat puluh
delapar) satuan kerja (satker) Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan Unit Pendidikan di
lingkungan Kementerian Perdlustrian telah membentuk PPID.

Menerbitkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7GIMD/PER/7/2011 tentang
Tata Kelola Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Perindustrian, untuk
kelancaran dan optimalisasi serta menjangelayanan informasi publik di lingkungan
Kementerian Perindustriarayg cepat, tepat dan sederhana.

Menerbitkan Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 33IND/Kep/1/2012 tentang
Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi Kementerian Perindustrian, nmeakberikan
masukan dan pertimbangan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya dinggelayanan informasi publik.

Meterbitkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomd@4/M -IND/PER3/2014 tentang
Standar Operasional Prosedur Layanan Informasi Publik diubiggk Kementerian
Perindustrian pada tanggal 20 April 2014untuk meningkatkan akuntabilitas
pelaksanaan layanan informasi publik di lingkungan Kementerian Perindustrian

Mengeluarkan KeputusaSekretaris Jenderalengan Nomor 165/9ND/Kep/10/2014
tentang Daftar Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Perindugiaida tanggal 2
Oktober 2014dalam rangka melaksanakan kewajiban layanan informasi publik
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2. Pelaksaaan Pelayanan Informagtublik

U Sarana dan Prasarana

Untuk memenuhi hak masyarakat mendapatkan informasi publik, Kementerian
Perindustrian telah membangun Desk Layanan Informasi Publik sejak bulan Oktober
tahun 2011 di lantai dasar gedung Kementerian Perindustrian JI. Gatot 8ueawt52

53 Jakarta Selatan yang dilengkapi dengan meja, kursi, telepon, perangkat komputer,
printer, scannedan kotak saran.

Gambar 1Desk Layanan Informasi Publik Kementerian Perindustrian

Kementerian Perindustrian juga telah membangun dengembangkan sistem layanan
informasi publik melalui website Kementerian Perindustrigmwy.kemenperin.go.ig
yang telah dikembangkan muatan informasinya sesuai amanat UUJ&i¥jenis
informasi yang dimuat di Website meliputi:

Informasi yang Wajib Dediakan dan Diumumkan SecaBerkala:

Profil Kemenperin;

Program/Kegiatan Kemenperin;

Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAK/L) Kemenperin;
Kerangka Acuan Kerja;

InformasiPenerimaarCPN¥Xemenperin;

= =4 =4 A4 -4 A

Informasi Penerimaan Calon Peserta DidikLingkungan Sekolah/Perguruan Tinggi
Kemenperin

Agenda Penting Kemenperin;

Dokumen kinerja,

Laporan keuangan;

Laporan Barang Milik Negara,

Laporan Akses Informasi Publik

= =4 4 4 -—a -

Peraturan, Keputusan, dan/atau Kebijakan (Berdampak Bagi Publik)
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1 MekanismePengaduan Masyarakat;
1 Pengadaan Barang dan Jasa; dan
1 SOP Pencegahd&enanggulangan Kebakaran Gedung Kemenperin.

Informasi yang Wajib Tersedi@etiapSaat:

Peraturan, Keputusan, dan/atau Kebijakan terkait Industri;
Informasi tentang administrasi, kepegawajaan keuangan;
Pengumuman pengadaan barang dan jasa;

Agenda Kegiatan Pimpinan Kemenpegrin

Hasil Penelitian Kemenperin

Pidato/sambutan Menperin/Eselon I;

Pameran yan@ifasilitasi Kementerian Perindustrian;

= =4 =4 4 A4 -8 -5 -2

Tata cara memperoleh informasi publikara pengajuan keberatan, dan proses
penyelesaian sengketa

ProsedurBrakuasiKeadaanDarurat di Gedunglemenperindan

1 Informasi Setiap Saat lainnya, antara lain:

b Renstra 20162014;

b Jurnal riset 20102011,

b DIPAKemenperinfA2012,2013 dan 2014dan lainnya.

=

0 Sumber Daya Manusia

Telah menempatkan dua orang petugas informasi pada Desk Layanan Informasi Publik.
Dalam menjalankan tugasnya, dibantu oleh Tim Penghubung Layanan Informasi yang
ditetapkan melalui Keputusan Kepala Pusat Komunikasi Pukbknor 76/S3
IND/KEP3/2014 yang beranggotakan wakil dari setiap unit Eselbryang bertugas
menyiapkan jawaban atas permohonan informpablik melalui Website Kemenperin
terkait lingkup tugas masingasing.

HHHH'I

A

Gambar2. Petugad.ayanan Informasi Publik Kementerian Perindustrian
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U Anggaran

Anggaran pelayanan Informasi Publik terkait dengan tugas dan kewenangan PPID
dibebankan pada anggaran Pusat Komunikasi Publik, Kementerian Perindustrian.
Anggaran tersebut digunakan untuk:

A. Meningkatkan sarana dan prasarana layanan informasi publik;

B. Pembuatan publikasi Layanan InformBsblik (brosur/leaflet, booklgt yaitu

Booklet

b Peraturan Komisi Informasi Nb tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi
Publik;Permenperin No70 tehun 2011,

b Keputusan MenperimNo. 351 tahun 2011Keputusan Menteri Perindustrian No
33/M-IND/Kep/1/2012;

b Pengecualian Informasi di Badan Publik Negara

b UU No 14 tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah. 8d Tahun 2010;

b Daftar Informasi Publik di Kementen Perindustrian.

Leaflet:

b Standar Layanan Informasi Publik di Kementerian Perindustrian;

b Tatacara Permohonan Informasi Publik & Penyelesaian Sengketa Informasi;
b Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

C. MenyelenggarakanKonsinyeringPejabat Pengeloldnformasi dan Dokumentasi
(PPIDXi lingkungan Kementerian PerindustridnYogyakartgpadatanggal26-28
Februari 201® Y2y aAyeSNAy3I ttL5 RSy3dly @GSyl
'yidzZl aSédz2dzR1lFy [F@&F yly Ly Fdhadviblen®6 t dzo f
peserta dariseluruh satuan kerjaKementerian Perindustrian baik yang di kantor
pusat maupun 48 satuan kerja daerahyang berada di 17 Proinsi.
Pembicara/narasumber yang hadir pada kegiatan konsinyeersgbutadalah Ibu
Henny S. Widyaningsih (Komoiser Komisi Informasi Pusat), Bapak Mujiyono
(Kepala Pusdiklat Industri), Bapak Zakiyudin (Sekretaris BPKIMI), Bapak Sri Wuri
Handono (Kepala Bidang Pengembangan Jasa Teknis BBIA), Ibu Juli Astuti (Direktur
APP Jakarta), Bapak Jonni Afrizon (Kepala BDoriaedl Padang), dan Bapak
Supomo (Kepala Baristand Industri Surabay2gri Konsinyering®PID tersebut
diketahui bahwa Bimbingan teknis mengenai pengelolaan informasi dan klasifikasi
informasi publik perlu diadakan rutin dan ada penambahan materi lanjutan yang
dapat disesuaikan dengan tugas seHati dalam layanan informasi publigelain
itu diperlukan adanyanyaambahan pengetahuanpeningkatan pnguasaan jenis
jenis informasi pengelolaan dan dokunmgasi database informasi publikan tata
cara pengecualian informasi publik dan uji konsekuensi informasi publik.
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Kementerian
Perindustrian

KONSINYERING
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
TAHUN 2014

Gambar3. Konsinyering PPID Kemenperifogyakarta, 288 Februari 2014

D. Menyelenggarakankegiatan KonsinyeringUji Konsekuensi InformasiPublik
Kementerian Perindustrian di Hotel Bidakara Jakarta pada tange8 S&ptember
2014 dalam rangka menyusun Daftar Informasi Publik Kementerian Perindustrian.
Kegiatan ini dihadiri oleh 60 peserta yang berasal dari satuan kerja pusat maupun
daerah.

Gambar4. KonsinyeringJji Konsekuensi Informasi Publik Kementerian Perindustrian,
Hotel Bdakara Jakarta, 223 September 2014
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E. Melakukan nonitoring dan evaluasi, serta pembinaanplaela satker daerah (UPT
dan Unit Pendidikan) dalam rangka pembentukan PPID Daerah dan penyusunan
daftar informasi publikDari hasil Monev éngan menyebarkan kuesioner KePID
Daerah diketahui bahwaPPID Daerahsudah memahamitentang jenisjenis
informasi yang harus dikelala&Adapunhal lain yang dilakukan oleh PPID Daerah
selain memberikartayananinformasi,adalahmengadakan sosialisasi dan prosi
sekolah, mengikuti pameran pendidikan, dan {&im. Beberapgermasalaharyang
masih dihadapsaat iniadalahterbatasnyaSDMdan rendahnya kompetensi SDdl
masing;masing PPID Daerah.

3. Rincian Relayanan Informasi Publik

a. Permintaan Informasi Publilelalui Website Kemenperin

Dalam mengajukan permohonan informasi publik di Kemenpeatapat dilakukan
dengan mengisi form vyang ada di website Kenwman Perindustrian
(www.kemenperin.go.id/contadt

FORMULIR PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK

No. Telepon /HP

Pertanyaan |
Rinctan informasi yg
Dibutuhkan

Tujuan Penggunaan
Informasi

1 Melihat ' Membaca ' Mendengarkan ' Mencatat
Cara Memperoleh Informasi
2 Mendapatkan salinan informasi ' Hardcopy ' Softcopy

Mengambil langsung

N Kurir
Cara Mendapatkan Salinan

Informasi Pos

Faksimii

e.Mail

Kebikan kode yang tertulis di atas

Data dan informasi akan saya gunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Kirim

Ok #28 ren Pem st

Gambars. Formulir permintaan informasi publik dan daftar permintaan informasi publik
di Website Kemenperin

Laporan PPID 2014 6


http://www.kemenperin.go.id/contact

Dari bulan Januahinggal6 Desember tahun 204, Pusat Komunikasi Publik melalui
website Kementerian Perindustrian ww.kemenperin.go.ijl telah menerima
permintaan Informasi dari masyarakat sebanyak28 dengan ratarata waktu
menjawabl,125hari.

Tabel 1. Rekapitulasi Permohonan InformaBublikmelalui website Januari- 16 Desember 204)

Jumlah Permintaan

Alasan Penolakan

Waktu
Jumlah | RataRata
Bulan h . b Keterangan
AL Menjawa Dipenuhi| Ditolak liCalEl] SElin Lainnya
) . kan | Dikuasai y
Januari | 90 12 89 1 ; 1 - Informasi tidak
dikuasai
Februari 161 0,9 161 0 - = - -
Maret 164 11 164 0 - - - i,
April 157 1,3 156 1 . 1 ) Infodr_masi ti_dak
ikuasai
Mei 105 1,2 105 0 - - - -
Juni 113 1,2 113 0 - = - -
Juli 151 0,9 151 0 - - - ;
Agustus 176 13 176 0 - = - -
September 117 12 117 0 - - - -
Oktober 121 1,2 121 0 - = - -
November| 139 1,1 138 1 ; 1 ] '”fo(;_maSi tidak
ikuasai
Desember, 51 0,9 33 1 ; 1 ) Informasi ti_dak
dikuasai
Jumlah 1545 1,125 1541 4 - 4 -
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Gambar6. Waktu ratacrata menjawab PerrimtaanInformasi Publiknelalui website

(Januaric 16 Desember 204)
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b. Permintaan InformasPublik Bengan Datang Langsung

Kementerian Perindustrian juga melayani permintaan informasi melalui tatap muka
atau datang langsung bagi pemohon yang meminta inforniesi rekapitulasi selama
awal bulan Januari hingga akhir Desember 2@ierjumlah 48 permintaan informasi
yang diterima oleh petugas dekkyanan Informasi Publéementerian Perindustrian

Tabel 2. Rekapitulasi Permohonan Informa$tublik Dengan Datand.angsung
(Januari-16 Desember 204)

Jumlah Permintaan Alasan Penolakan
Bulan Jumian Dik li Bel Keterangan
Pemohon | Dipenuhi | Ditolak |~ oo SEUM 1 ainnya
kan Dikuasai
Januari 14 14 0 - - - .
Februari 18 18 0 = - - R
Maret 25 25 0 - - - -
April 5 5 0 - - = -
Mei 6 6 0 - - - R
Juni 8 8 0 - - - _
Juli 7 7 0 - - - R
Agustus 11 11 0 - = - -
September 19 19 0 - - - -
Oktober 9 9 0 - - - -
November 5 5 0 - - - .
Desember 5 5 0 - - - -
Jumlah 132 132 0 - - _
25
25
20 18 i
15 -
11
9
10 3 8 .
5 5
5 | 1 117
0
& 2 & R & Q D & & & & &
\’b(\o ((QP@ @"} N < N S y @;‘} @é‘) S ‘,_&6" Qéi@ HQ}(@
(jQ,Q $0 0@

Gambar7. JumlahPermintaaninformasi PublibDengan Datang Langsurdguaric 16 Desember 204)
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c. PermintaaninformasiPublikmelalui email puskom@kemenperin.go.id

1) Pergerakan MATA UMAT

Pada tanggal 6 Mei 201Rergerakan MATA UMAMengirimkan permintaan
informasipublik melalui emailperihal rekapitulasi pejabat wajib lapor LHKPN yang
telah/belum melaporkan LHKPN kepada KPK pada tahun 2010, 2011, 2012, 2013
dan 2014 Pada tanggalR Juni 2014Kementerian Perindustrian memberikan
tanggapanbahwaPPID tidaldapat memberikarinformasi dimaksud dikarenakan
PPID tidak meguasai informasi/data LHKPN (data lengkap dikuasai oleh-masing
masing pejabat)Namun PPID memberikan data rekpitulasi penyampaian LHKPN
Kemenperin Bulan Mei 2012.

2) Pergerakan MATA UMAT

Pada tanggal 16 Mei 201ergerakan MATA UMAMmelalui emailmengirimkan
permintaaninformasipublikdan pernyataan keberatan

(a) Rekapitulasi kegiatan sosialisasvorkshop/ bimbingan teknis UU KIP/
PPID/Standar Layanan Informasi Publik dan/atau kegiatan sejenis lainnya yang
diselenggarakan oleh Pusat Komunikasi Publik Kemenperin tahur22040

(b) Standar biaya dan tata cara pembayaran perolehan salinan informasi publik
tidak tersedia di website Kemenperin sesuai ketentuan yang diatur dalam
pasal 28 ayat (4) jo pasal 20 ayaj Reraturan Komisi Informasi Nomor 1
Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik

Pada tanggal 18 Juni 201BPID Kemenperin memberikatanggapan atas
permintaaninformasi publikersebut, yaitu:

(@) Memberikan informasi publik yang dimintRdkapitulaskegiatan sosialisasi/
workshop/ bimbingan teknis UU KIRYPID/Standar Layanan Informasi Publik
dan/atau kegiatan sejenis lainnya yang diselenggarakan oleh Pusat
Komunikasi PublikKkementerian Perindustriartahun 202-2014). Dengan
catatan Puskom Kemenpari baru terbentuk akhir tahun 2010 dan PPID
Kemenperin terbentuk pertengahan tahun 2011, sehingga untuk tahun 2010
dan 2011 tidak ada data mengenai kegiatan dimaksud diatas.

(b) PPID Kemenperimenyediakan informasi secara gratis (tidak dipungut biaya),
sedanglan untuk penggandaan atau perekaman, pemohon informasi publik
dapat melakukan penggandaan dengan fotokopi sendiri di sekitar gedung
Kemenperin, atau menyediakan CD/DVD kosong atau flashdisk untuk
perekaman data dan informasinya
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3) Pergerakan MATA UMAT

Pada tanggal 4 Juni 20Rergerakan MATA UMAMelalui emailmengirimkan
permintaan informasi publik sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) huruf
| dan huruf m Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar
Layanan Informasi Publik. Radanggal 18 Juni 2014 Kementerian Perindustrian
memberikan penjelasan informasi bahwa PPID tidak menguasai data jumlah, jenis,
dan gambaran umum pelanggaran baik yang ditemukan dalam pengawasan
internal maupun yang dilaporkan oleh masyarakat serta lap@amndakannya
karena penanganan pengaduan masyarakat di lingkungan Kementerian
Perindustrian merupakan wewenang Inspektorat Jenderal sesuai dengan
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 29 Tahun 2013 tentang Pedoman
Penanganan Pengaduan Masyarakat di lLinglan Kementerian Perindustrian.

4) Pergeakan MATA UMAT

Pada tanggal 11 Juni 20Rergerakan MATA UMATelalui emailmengirimkan
permintaan informaspublik:

(a) Rekapitulasi Temuan LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) BPKI RI (Badan
Pemeriksa Keuangan Repubhkionesia) atas Laporan Keuangan Kementerian
Perindustrian RI tahun anggaran 2012 dan 2013, yang memuat keterangan :
uraian temuan, rokomendasi BPK, dan tindak lanjut temuan/rekomendasi.

(b) Rekapitulasi Temuan LHA (Laporan Hasil Audit) Inspektorat Jenderal
Kementerian Perindustrian Rl tahun anggaran 20a@ 8013, yang memuat
keterangan: uraian temuan, rokomendasi inspektorat, dan tindak lanjut
temuan/rekomendasi.

(c) Rekapitulasi Pemeriksaan Untuk Tujuan Tertentu atau Audit Investigasi yang
dilakukan oleh Bada Pemeriksa Keuangan RI di lingkungan Kementerian
Perindustrian RI pada tahun 2000 sampai dengan 2014, yang memuat
keterangan : uraian singkat kasus/materi yang menjadi obyek pemeriksaan,
tahun pemeriksaan, uraian singkat kesimpulan hasil pemeriksaanaktind
lanjut hasil pemeriksaan oleh Kementerian Perindustrian RI.

Pada tanggal 26 Juni 201BPID Kemenperin memberikatanggapan atas

permintaaninformasi publikersebut, yaitu:

(a) PPID memberikaRekapitulasi temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK
RI ataslaporan keuangan KementeriaRerindustrian TA 2012 dan 2013.
Seluruh hasil pemeriksaan BRK atas laporan keuangan Kementerian

Laporan PPID 2014 11



Perindustrian TA 2012 dan 2013 telah ditindaklanjuti Kementerian
Perindustrian dan dilaporkan kepada B#.

(b) PPID memberikaRelapitulasi temuan Laporan Hasil Audit (LHA) Inspektorat
Jenderal Kementerian Perindustrian TA 2012 dan 201spektorat Jenderal
telah melaksanakan audit internal kepada seluruh satker di bawah lingkungan
Kementerian Perindustrian, dan seluruh hasil peksaan tersebut telah
diselesaikan oleh unit kerja yang bersangkutan. Laporan hasil audit internal
telah dilaporkan kepada Menteri Perindustridangan tembusan kepada BPK
RI.

(c) BPKRI tidak pernah melaksanakan pemeriksaan untuk tujuan tertentu atau
diaudit nvestigasi selama periode 20Q014 kepada Kementerian
Perindustrian, sehingga tidak ada rekapitulasi pemeriksaan untuk tujuan
tertentu atas audit investigasi yang dapat kami sampaikan.

d. PermintaaninformasiPublikmelalui Surat

1) Jokowi Watch

Pada tanggab Agustus 2014 Jokowi Watch mengirimkan permintaan informasi

publik

(a) Data mengenai Tupoksi, struktur, Metode penempatan jabatan pada struktur.

(b) Besar anggaran, prioritas alokasi anggaran, fokus kerja, pencapaian targer,
dan kendala yang dihadapi Kementeriderindustrian.

(c) Hasil pemeriksaan BAX atas laporan keuangan Kementerian Perindustrian
TA 201C; 2013.

Pada tanggal 4 September 20RRIDKemenperirmemberikan tanggapan:
(a) dapat diakses divww.kemenperin.go.id/profil

(b) dapat diakses dvww.kemenperin.go.id/informaspublik

(c) dapat diakses dvww.kemenperin.go.id/berkala.php

2) Pergeakan MATA UMAT

Pada tanggal 20 Agustus 20RRID menerima surat ddPergerakan MATA UMAT
tertanggal 1 Juli 2014 perihpérmintaan informasi publik:

(a) Rekapitulasruang rapat/ruang pertemuan yang memuat nama ruangan, luas

ruangan, kapasitas kursi, fasbt lokasi, tahun pembangunan, dan satker
pengelola.
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(b) Rekapitulasi pmakaian ruang rapat/ruang pertemuan pada tahun 2013
sampai 2014, yang memuat keterangan tanggal pemakaian, nama satker,
nama acara atau kegiatan, serta waktu, dan jumlah.

(c) Rekapitulasi &giatan rapat dinas atau kegiatan kedinasan dsatker di
lingkungan Kemenperin.

(d) Penjelasan tertulisalasan dan pertimbangan pimpinan badan publik atau
pejabat berwenang di badan publik dalam membuat keputusan atau
menetapkan kebijakan dalam menyelengdama rapat dinas dan/atau
kegiatan kedinasan di luar kantor.

Pada tanggal 4 September 2014 PRHInenperinmemberikan informasi (a) dan
(b), sedangkan (@an (d)tidak diberikan karenanformasi tersebut tidak dikuasai
(kewenangan berada di satker masimgsing).

3) Pergerakan MATA UMAT

Pada tanggal 20 Agustus 2014 PPID menerima surat dari Pergerakan MATA UMAT
tertanggal 8 Juli 2014 perihal permintaan informasi publik

(a) Penjelasan tertulis mengenai kewajiban Kemenperin untuk menyampaikan
laporan pelayanan infonasi publik kepada Komisi Informasi Pusat.

(b) Penjelasan tertulis mengenai surat pemberitahuan resmi dari Komisi Informasi
Pusat perihal adanya kewajiban badan publik untuk menyampaikan laporan
pelaksanaan layanan informasi publik kepada Komisi Informaat.Pus

(c) Penjelasan tertulis mengenai pernah atau tidaknya Komisi Informasi Pusat
melakukan evaluasi dan/atau memberikan saran masukan atas laporan
pelayanan informasi publik yang disampaikan oleh Kemenperin.

Pada tanggal 4 September 2014 PPID Kemenpeimbeikan tanggapan:

(a) Sebagai pelaksanaan amanat UU KIP, Kemenperin telah menyampaikan
laporanpelayanan informasi publik kepada Komisi Informasi Pusat dari tahun
2010 s/d 2013 (laporan tahunan dapat diakses di
www.kemenperin.go.id/berkala.php

(b) Komisi Informasi Pusat (KIP) tidak pernah menyampaikan surat
pemberitahuan resmi perihal kewajiban badan publik untuk menyampaikan
laporan pelaksanaan layanan informasiblik kepada Kemenperirgsehingga
KIP belum pernah melakukan evaluasi atau memberikan saran atas laporan
pelayanan informasi publik yang telah disampaikan oleh badan publik
Kementerian Perindustrian. Namun, Komisi Informasi Pusat setiap tahunnya
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selalu Bt I {dzl Iy at SYAfl ALYy alyRANAR YSUOSI
dengan UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

4) Pergerakan MATA UMAT

Pada tanggal 20 Agustus 2014 PPID menerima surat dari Pergerakan MATA UMAT
tertanggal 18 Agustus 2014phal permintaan informasi publik:
(&) Alamat email resmi Kemenperin dan alamat email resmi masiaging satker
di lingkungan Kemenperin.
(b) Alamat email resmi PPID Kemenperin dan alamat email resmi PPID Pembantu
pada masingnasing satker di lingkungan Kemeniper
Pada tanggal 4 September 2014 PPID Kemenperin membdrnkamasi data
alamat resmi badanpublik dan alamat email resmiatker di lingkungan
Kementerian Perindustrian, sedangkan untuk alamat email resmi PPID badan
publik di Kementerian Peringtrianyaitu puskom@kemenperin.go.id

5) Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Informant Korupsi

Pada tanggal 23 Oktober 2014 PPID menerima suratDiawian Pimpinan Pusat

Lembaga Informant Korupdertanggal 22 Oktober 2014 perihal permintaan

dokumen publik:

(a) Susunan Organisasi dan daftar nama alamat pejabat di lingkungan
Kementerian Perindustrian periode 2042014

(b) Produk peraturan atau regulasi Kementerian Perindustrian tahun 2@00.4

(c) Program kegiatan strategis, serta Daftar Isian Penggunaan Anggaran
KementerianPerindustrian

(d) Surat perjanjian kontrak kerja pengadaan barang dan jasa antara Kementerian
Perindustrian dengan perusahaan pelaksana proyek.
Pada tanggal2 Novembe2014 PPID Kemenperin memberikanggapan:

(a) diberikan dalam bentuk CD

(b) dapat diakses dittp://regulasi.kemenperin.go.id/

(c) dapat diakses dinhttp://www.kemenperin.go.id/profil/71/rencanastrategis
kementerianperindustrian dan http://www.kemenperin.go.id/dipa

(d) tidak dapatdiberikankarena informasi tersebut tidak kami kuasai. Informasi
tersebut dapat diperoleh di masimggnasing Unit Kerja Esel || Kementerian
Perindustrian
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4. Sidang Sengketa Informasi Publik

Pada tahun 2014 Kemenperin mendapatkan panggilan sidang dari Komisi Informasi Pusat
perihal sengketa informasi publik dengan pemohon Bambang Widianto. Adapun
kronologinya yaitu:

1)

2)

3)

4)

5)

Pada tanggal 16 Juli 2013 , Pemohon mengajylkamintaaninformasi melalusurat
kepada PPID KemenperPermintaan informaderkait pengadaan barang dan jasa:

(a) Copy/salinan DIPA untuk seluruh pekerjaan Pembangunan Gedun& BVIK
(b) Copy/salinan SK pengangkatan PPK dan Pokja;

(c) Copy/salinan total HPS beserta rincian Daftar Kuanttas harga masingiasing
pekerjaan;

(d) Copy/salinan spesifikasi teknis untuk masmgsing pekerjaan yang telah
ditetapkan oleh PPK;

(e) Seluruh copy/salinan informasi/data harga pasar setempat yang didapatkan
berdasarkan survey sebagai dasar penetapan dalamyysinan HPS masing
masing pekerjaan;

() Copy/salinan dokumen penawaran perusahaan yang telah memenangkan
pelelangan;

(g) Copy/salinan Berita Acatdasil Pelelangan (BAHP) beserta lampirannya;
(h) Copy/salinan kontrak dari masikmgasing pekerjaan;

() Berita Acara Rmat Persiapan Pelaksanaan Kontrak beserta lampirannya yang
meliputi copy/salinan program mutu, dan copy/salinan organisasi kerja;

() Namanama personil yang ditugaskan di lapangan

Tanggal 12 Agustus 2013, surat Permohonan Informasi Publik yang Pemohon ajukan
dijawab oleh Kepala Puskom selaku PPID Kemenperin dengan nomor surat- 601/SJ
IND.8/8/2013 yang ditandatangani oleh KepBlaskom selaku PPID Kemenperin.

Tanggal 10 September 2013, Pemohon mengajukan surat Keberatan atas Tanggapan
Permohonan Informasi Puklkepada Menteri Perindustrian.

Tanggal 16 Oktober 2013, surat Keberatan atas Tanggapan Permohonan Informasi
Publik dijawab oleh Puskom Kemenperin dengan surat nomor 7IN[38/10/2013
yang juga ditandatangani oleh Kepala Puskom selaku PPID Kemenperin.

Pada tanggal 20 Oktober 2013, Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian
Sengketa Informasi Publik ke@a#etua Komisi Informasi Pusat.
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6) Tanggal 2 Oktober 2014, Kepala Puskom selaku PPID Kemenperin menerima surat
Panggilan Sidang dari Komisi Informasi Pteséanggal 29 September 2014.

7) Tanggal 20 Oktober 2014 pukul 13.00, Kabid Informasi Pelayanan Publik, Ibu Ni
Nyoman Ambareny selaku penerima kuasa dari atasan PPID Kemenperin (Termohon)
menghadiri persidangan Komisi Informasi Pusat di kantor Kémiasmasi Pusat.

8) Tanggal 23 Oktober 2014 pukul 11.00, Kabid Informasi Pelayanan Publik, Ibu Ni
Nyoman Ambareny selaku penerima kuasa dari atasan PPID Kemenperin (Termohon)
menghadiri persidangan Komisi Informasi Pusat kedua di kantor Komisi Informasi Pusat
dengan hasil keputusan Mediasi.

9) Tanggal 23 Oktober 2014 pukul 13.00, Mediasi antara Pemohon dan Termohon dengan
John Fresly selaku Mediator. Hasil keputusan Mediasi ini adalah seluruh permohonan
Pemohon diberikan dalam waktu 14 hari.

10) Tanggal 24 Oktober 2@, PPID Kemenperin mengirimkan surat ke LPSE Provinsi
Kalimantan Barat untuk meminta datiata yang diminta pemohon.

11) Tanggal 3 November 2014, LPSE Provinsi Kalimantan Barat memberikan tanggapan
bahwa LPSE Provinsi Kalimantan Barat tidak dapat memberiktmdata yang
diminta.

12) Tanggal 11 November 2014, PPID Kemengéailrid Informasi Pelayanan Publik, Ibu Ni
Nyoman Ambareny selaku penerima kuasa dari atasan PPID Kemenperin (Termohon)
mengirimkan surat ke John Fresly selaku mediator bahwa Kemenperin tajak d
memenuhi permintaan informasi yang diminta pemohon.

13) Tanggal 12 November 2014, John Fresly selaku mediator menyatakan mediasi telah
gagal sehingga proses penyelesaian Sengketa Informasi Publik dilanjutkan melalui
sidang ajudikasi.

14) Tanggal 19 November024, PPID Kemenperin menerima surat panggilan sidang dari
Komisi Informasi Pusat dengan agenda Sidang Ajudikasi.

15) Tanggal 26 November 2014, Sidang Ajudikasi dilaksanakan di ruang sidang Komisi
Informasi Pusat.

16) Tanggal 1 Desember 2014, Sidang Lanjuldaksanakan di ruang sidang Komisi
Informasi Pusat untuk membacakan hasil putusan sidang.
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5. Kerdala Pelayanan Informasi Publik
1 Masih adanyaatker daerahyangbelum memahamklasifikasi dangnisgjenis informasi
publik perkala, serta merta, dan inforasi yang dikecualikan

1 Belum tersedianya anggarddnususdi beberapasatuan kerjgpusat dandaerah untuk
mendukungkegiatanlayanan informasi publik;

1 Masih rendahnya perhatiapimpinansatkerterhadap pentingnya pelayanamformasi
publik;

1 Belum dikelolanya informasi pubklecarabaik;

1 Perlu ditingkatkannysoordinasi antarsatker pusat dandaerah dalammemberikan
jawaban informasi.

6. Rekomendasidan Rencana Tindak Lanjutuntuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan
Informad

Adapun upaya Pusatomunikasi Publik Kementerian Perindustrian selaku PPID Pusat
dalam meningkatkan pelayanan informasi publik, sebagai berikut:

1 Meningkatkan saranaprasaranadan sistem informasiuntuk mendukungkualitas
layanan informasi;

Konsinyerind®PID diingkungan Keaenperirn
Pembuatan Publikasetkait layanan informasi publik;

Penyempurnaan Peraturaeraturan Kemenpariterkait layanan informasi publik;

= =/ =4 =4

Melengkapi daftar informasi publik di lingkungan Kemamp pusat maupun satker
daerah dan

1 Melakukan updating dapengelolaan informasi secara berkala.
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7. PrestasiKemenperin2014 dalam Pedyanan Informasi Publik

Meraih peringkatke-2 Penghargaan Keterbukaan Informasi Pulgllkag diselenggarakan
oleh Komisi Informasi Pusa®enghargaan diserahkan oleh Wakil PresideduRuf Kalla
kepada Menteri PerindustriaBalih Husirpada tanggall2 Desembef014di Istana Wakil
Presiden, Jakarta
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